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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan di Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara umum telah 

menunjukan bahwa proses manajemen kinerja Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah memiliki 

komitmen dan kepatuhan dalam pelaksanaannya. Namun pada pelaksanaan 

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas 

masih memiliki kekurangan, seperti halnya pada perencanaan pegawai yang 

masih belum merata. Karena, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi membentuk kualifikasi khusus untuk pelamar 

CPNS formasi disabilitas dengan persyaratan hanya beberapa jabatan saja 

yang dibuka untuk formasi disabilitas dan hanya pada kategori penyandang 

disabilitas ringan atau tidak butuh bantuan dari orang lain dalam 

melaksanakan tugas atau kegiatanya sehari-hari dalam bekerja. Selain itu, 

tidak terdapat SOP maupun peraturan terkait dalam mengatur kinerja para 

pegawai penyandang disabilitas di lingkungan Kementerian Desa, serta 

sarana-prasarana yang mendukung aktivitas dan kinerja pegawai 

penyandang disabilitas masih perlu ditingkatkan.  

Apabila dilihat dari pengelolaan kinerja pegawai dengan 

PermenPANRB Nomor 6 tahun 2022 dan mengaitkannya dengan teori 

Edwards III, manajemen kinerja ASN penyandang disabilitas di 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

belum berjalan dengan maksimal dikarenakan tidak terdapat SOP 

manajemen kinerja dan sarana pra-srana bagi ASN penyandang disabilitas. 

Pengelolaan kinerja pegawai di Kementerian Desa masih mengikuti 

ketentuan umum pengelolaan kinerja sesuai dengan PermenPANRB Nomor 

6 tahun 2022. Hal ini dikarenakan kementerian desa masih belumm 
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memiliki SOP khusus yang mengatur terkait pengeloaan kinerja pegawai 

baik pada pegawai Penyandang disabilitas maupun non-disabilitas. Namun, 

pada pelaksanaan manajemen kinerja ASN penyandang disabilitas memang 

tidak terdapat perbedaan pada manajemen kinerja baik pada pegawai 

penyandang disabilitas maupun non-disabilitas. Adapun temuan terkait 

Implementasi manajemen kinerja ASN Penyandang disabilitas di di 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan kinerja 

Pada aspek ini sudah terlaksana dengan baik dan berkomitmen 

pada pelaksanaanya baik pada aspek komunikasi, sumber daya, 

disposisi dan struktur birokrasi, hal ini dapat dilihat pada Renstra 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

yang menjadi acuan dalam melakukan perencanaan kinerja 

pegawainya. Namun, belum dapat dikatakan maksimal karena belum 

adanya perturan terkait ataupun SOP terkait yang digunakan sebagai 

acuan dalam melakukan perencanaan kinerja ASN penyandang 

disabilitas. Pada perencanaan kinerja pegawai di Kementerian Desa 

tidak membedakan mana pegawai disabilitas dengan pegawai non-

disabilitas. Namun pada perencanaan pegawai, memang formasi 

penerimaan dan penempatannya terdapat perbedaan hal ini dinilai 

hanya semata-mata hanya menggugurkan kewajiban Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang dimana 

tertulis bahwa instansi pemerintahan harus membuka kesempatan 

sebanyak 2% jumlah penyandang disabilitas dari seluruh jumlah 

pegawai yang dimiliki oleh instansi. Sedangkan pada saat ini jumlah 

pegawai penyandang disabilitas pada Kementerian Desa tidak 

memenuhi angka 2% dan hanya membuka formasi CPNS pada formasi 

jabatan tertentu dengan kategori disabilitas ringan. Selain itu pada unit 
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kerja tertentu masih terdapat kekurangan sumber daya sehingga 

terkadang penyandang disabilitas memiliki beban kerja yang banyak. 

2. Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pembinaan Kinerja 

 Pada aspek ini sudah terlaksana dengan baik dan berkomitmen 

pada pelaksanaanya baik pada aspek komunikasi, sumber daya, 

disposisi dan struktur birokrasi. Pada aspek ini khususnya pada target 

kinerja pegawai disabilitas dinyatakan sudah memenuhi target dan 

selalu memiliki peningkatan kinerja.  selain itu pimpinan, bawahan dan 

rekan kerja sudah berperan aktif dalam memberikan umpan balik kepada 

pegawai penyandang disabilitas. Namun, belum dapat dikatakan 

maksimal dalam pelaksanaanya karena Kementerian Desa belum 

memiliki SOP khusus guna mengidentifikasi kesesuaian output kinerja 

dengan kondisi ASN penyandang disabilitas di dalam instansi. SOP ini 

diperlukan guna menyesuaikan kebutuhan serta fleksibilitas kerja ASN 

penyandang disabilitas di Kementerian Desa. 

3. Penilaian Kinerja 

Pada aspek ini belum terlaksana dengan baik dan berkomitmen 

pada pelaksanaanya baik pada aspek komunikasi, sumber daya, 

disposisi dan struktur birokrasi. Pada penilaian kinerja di Kementerian 

Desa sudah terukur dan terstruktur. Namun, tidak terdapat SOP khusus 

dalam melakukan penilaian kinerja bagi pegawai baik pegawai 

penyadang disabilitas maupu non-disabilitas, namun dalam 

pelaksanaan penilaian kinerja mengikuti ketentuan penilaian kinerja 

yang sesuai dengan Permen PANRB nomor 6 tahun 2022 

4. Tindak Lanjut 

Pada aspek ini belum terlaksana dengan baik dan berkomitmen 

pada pelaksanaanya karena, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi perlu melakukan evaluasi dan 

memperbaiki atau menambah fasilitas yang lebih inklusif guna 

menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi 
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semua pegawai baik pegawai disabilitas maupun pegawai non- 

disabilitas. Bukan hanya pada aspek sarana-prasarana namun evauasi 

terhadap SOP dan peraturan terkait penyandang disabilitas guna 

menjamin fleksibilitas kinerja ASN penyandang disabilitas di dalam 

instansi 

 Namun, manajemen kinerja apabila dilihat pada aspek 

komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, pada 

pelaksanaan tindak lanjut pengelolaan kinerja sudah terlaksana dengan 

baik. 

 Pelaporan hasil kerja Pegawai Penyadang Disabilitas di laporkan 

ke Sekretaris Jenderal karena merupkan pejabat yang memiliki 

wewenng dan hasil pemeringkatannya akan dijadikan bahan 

evaluasi.  

 Hasil evaluasi kinerja pegawai Penyadang Disabilitas di 

Kementerian Desa akan digunakan sebagai pertimbangan karir 

dan selalu dilakukan tindak lanjut setelah evaluasi sudah jelas. 

 Rekan kerja, pimpinan, dan bawahan sudah berperan aktif dalam 

memberikan evaluasi kepada pegawai penyadang disabilitas. 

Selain itu Pegawai penyadang Disabilitas juga memiliki 

kesempatan yang sama untuk mengajukan keberatan atas hasil 

penilaian kinerjanya apabila hasil penilaian kinerjanya tidak 

subjektif. 

 Terdapat penghargaan yang diberikan untuk seluruh pegawai 

tanpa membedakan antara pegawai penyandang disabilitas 

maupun non-disabilitas, apabila pegawai tersebut mencapai target 

kinerja yang sesuai dengan hasil kerjanya / SKP. Dan terdapat 

sanksi yang diberika tanpa membedakan-bedakan pegawai. 
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B. Saran 

Saran dari peneliti terhadap manajemn kinerja pada ASN peyandang 

disabilitas yakni: 

1. Perencanaan Kinerja 

Guna terlaksananya perencanaan kinerja pegawai ASN disabilitas 

yang lebih baik dan inklusif maka Biro Kepegawaian dan Organisasi 

atau unit terkait perlu melakukan peningkatan pemahaman tentang 

disabilitas dan kebutuhan penyandang disabilitas di tempat kerja. Hal 

ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan bagi para ASN, 

termasuk pimpinan unit kerja.  

Selain itu, unit perencanaan pegawai dan bagian tertentu perlu 

meningkatkan formasi perencanaan pegawai tidak hanya pada jabatan 

tertentu. Serta, perlu menyediakan sumber daya manusia dan anggaran 

yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk program-

program yang terkait dengan penyandang disabilitas di Kemendes 

PDTT.  

2. Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pembinaan Kinerja 

Guna terlaksananya perencanaan kinerja pegawai ASN disabilitas 

yang lebih baik dan inklusif Biro Kepgawaian dan Organisasi serta 

atasan perlu meningkatkan fasilitas seperti sarana dan pra-sarana yang 

lebih inklusif. 

Atasan dan bagian terkait perlu melakukan pemantauan berkala 

terhadap implementasi kebijakan guna memastikan bahwa kebutuhan 

pegawai penyandang disabilitas terpenuhi. laporan periodik tentang 

kemajuan dan temuan terkait kebijakan manajemen kinerja pegawai 

3. Penilaian Kinerja 

Pada penilaian kinerja Biro Kepegawaian dan Organisasi bagian 

pelatihan dan pengembangan pegawai perlu mengadakan pelatihan 

yang sesuai dengan kebutuhan pegawai disabilitas. Ini bisa mencakup 
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pelatihan keterampilan spesifik atau pelatihan umum tentang 

bagaimana menggunakan alat bantu kerja. 

4. Tindak Lanjut 

Pada penilaian kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi bagian Biro Kepegawaian dan Organisasi 

dan bagian terkait penyusunan kebijakan teknis perlu membuat SOP 

terkait manajemen kinerja pegawai penyandang disabilitas dan 

peraturan terkait guna mendukung kinerja pegawai penyandang 

disabilitas. 
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